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ABSTRAK 

Pemerintah dalam hal ini Kemenag Provinsi Jawa Timur menjalin Kerja 

Sama dengan BNN Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan berisi tes narkoba 

sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin dengan tujuan mengurangi angka 

penyalahgunaan narkoba, dikarenakan pemakai narkoba di Jawa Timur terbilang 

relatif tinggi dan dampak yang mengiringinya. Kebijkan ini menjadi sangat urgen 

bagi pasangan calon pengantin. Sebab, menjaga keutuhan rumah tangga adalah 

jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan lahirnya keturunan berkualitas dan 

bermutu serta kemaslahatan rumah tangga itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, 

dalam tesis ini berfokus pada dua masalah, yaitu pertama, latar belakang terbitnya 

perjanjian kerja sama Kemenag Provinsi Jawa Timur menjalin dengan BNN 

Provinsi Jawa Timur dan kedua, urgensi tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi 

calon pengantin perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat kualitatif deskriptif 

analitis dengan pendekatan yuridis filosofis. Perjanjian Kerja Sama antara 

Kemenag Provinsi Jawa Timur menjalin dengan BNN Provinsi Jawa Timur 

merupakan data primer dengan didukung perundang-undangan serta buku-buku dan 

berbagai peneilitan yang berkaitan sebagai data sekundernya. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang munculnya 

Perjanjian Kerja Sama antara Kemenag Provinsi Jawa Timur dengan BNN Provinsi 

Jawa Timur yang berisi tentang tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon 

pengantin adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur menghendaki wilayah yang 

bersih, makmur, sejahtera yang terbebas dari belenggu penyalahgunaan narkoba. 

Menekan tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan luasnya dampak maupun 

bahaya yang diakibatkan oleh mengonsumsi narkoba, serta merupakan ikhtiar 

untuk melahirkan generasi berkualitas yang terbebas dari narkoba. Selanjutnya, tes 

narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin memiliki urgensi karena 

memiliki nilai serta tujuan yang positif. Ditinjau dalam perspektif maqāṣid asy-

syarī’ah, tes narkoba pranikah sejalan dengan pemeliharaan keturunan (ḥifẓ an-

nasl) yakni untuk melahirkan generasi berkualitas, karena mengonsumsi narkoba 

dapat menyebabkan tertularnya HIV/AIDS dan IMS.  Mewujudkan kestabilan 

ekonomi dalam keluarga, karena pecandu narkoba identik dengan membelanjakan 

hartanya untuk membeli narkoba dan mengabaikan kebutuhan primer dalam 

keluarganya akibat pengaruh narkoba dalam kinerja otak (ḥifẓ al-‘aql). Menekan 

penyebaran narkoba karena mengonsumsi secara teratur dapat merusak organ tubuh 

dan bagi ibu hamil dapat mengancam kematian pada janin yang dikandungnya (ḥifẓ 

an-nafs). Salah satu ikhtiar agar manusia dapat memperhatikan kesehatan sehingga 

kesadarannya senantiasa terpupuk guna menjalankan kewajibannya yakni 

beridabah (ḥifẓ ad-dīn). Mencegah keruntuhan ekonomi, karena biaya pengobatan 

pecandu terbilang besar adalah bentuk maqāṣid dari ḥifẓ al-māl. 

Kata Kunci: Tes Narkoba, Calon Pengantin Dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah. 
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ABSTRACT 

The goverment, in this case the Ministry of Religion of East Java Province, 

has collaborated with the BNN in East Java to issue a policy contiaining drug 

testing as prenuptial requirement for prospective brides with the aim of reducing 

the number of drug abuse, because drug users in East Java are relatively high and 

the impacts the accompany it. This policy is very important for the prospective bride 

and groom. This is because maintaining the integrity of the household is the way 

that must be taken to realize the birth of quality and quality offspring as well as the 

benefit of the household itself. Based on the description above, this thesis focuses 

on two problems, first, the background of the issuance of a cooperation agreement 

between the Ministry of Religion of East Java and the BNN in East Java Province, 

and secondly, the urgency of drug testing as a prenuptial requirement for 

prospective brides from the perspective of Maqāṣid asy-Syarī'ah. 

The type of this research is library research with a qualitative research was 

descriptive analytical with juridical philosophical approach. The cooperation 

Agreement between the Ministry of Religion of East Java Province and the BNN in 

East Java Province is primary data supported by legislation as well as books and 

various related studies as secondary data. 

The result of this study showed that the background of the emergence of 

cooperation Agreement between the Ministry of Religion of East Java Province and 

the BNN in East Java Province which contains drug testing as a prenuptial 

requirement for prospective brides is that the East Java Provincial Goverment 

wants a clean, prosperous, prosperous area free from the shackles of abuse, drugs. 

Emphasize the high number of drug abuse and the extent of of the effects and 

dangers caused by consuming drugs, as well as an effort to give birth to a quality 

generation that is free from drugs. Futhermore, drug testing as a prenuptial 

requirement for prospective brides has urgency because it has positive values and 

goals. Viewed from the perspective of Maqāṣid asy-Syarī'ah, premarital drug 

testing is in line with the maintenance of offspring (ḥifẓ an-nasl) namely to give 

birth to a quality generation, because taking drugs can cause HIV/AIDS and IMS 

infection. Realizing economic stability in the family, because drug addicts are 

synonymous ith spending their wealth to buy drugs and neglect the primary needs 

in their families due to the influence of drugs on brain performance (ḥifẓ al-‘aql). 

Suppress the spread of drugs because regular consumption can damage the body’s 

organs and for pregnant eomen it can threaten the death of the fetus they are 

carrying (ḥifẓ an-nafs). One of the effort so that humans can pay attention to health 

so that their awareness is always nurtured in order to carry out their obligations, 

namely worship (ḥifẓ ad-dīn). Preventing economic collapse, because the cost of 

treating addicts is quite large is a form of  maqāṣid from ḥifẓ al-māl. 

Keyword: Drug Test, Prospective Brides and Maqāṣid asy-Syarī'ah. 
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MOTTO 

 

 فَاِنَّ مَعَ الْعسُْرِيسُْرًا اِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا
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baik dari segi finansial maupun yang lainnya. 

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan dan meridhoi di segala 

langkah kita. Āmῑn Yā Rabbal ‘Ālamῑn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ب

 Tā' T Te ت

 Ṡā' Ṡ es (dengan titik atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥā' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā' Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Żet (dengan titik di atas) ذ

 Rā' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan Ye ش

 Ṣād Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍād D De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭā' Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā' Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ
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 Ayn …‘… Koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā' H Ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 Ditulis مَوَدَّة
Mawaddah 

 Ditulis جَهَنَّم
Jahannam 

 

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan maka ditulis h 

 Ditulis Ḥikmah حِكْمَة

 Ditulis ‘Illah عِلَّة

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya. 
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan h 

وْلِياَءلأَكرَامَةُ   Ditulis Karāmah al-auliyā’ 

 

3. Bila ta’marbūṭah hidup atau dengan harkat fatḥah,  kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zakāh al-fíṭri زَكَاة الْفِطْر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعََلَ 
Fatḥah 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fȃ’ala 

 ـِ
 ذكُِرَ 

Kasrah 
Ditulis 

Ditulis 

I 

Zukira 

 ـُ

 يَذْهَبُ 
Ḍammah Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + Alif 

 فلََ 

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

  falȃ 

Fathah + ya’mati 

 تنَْسى
Ditulis 

Ditulis 

Ā 

tansȃ 

Kasrah + ya’ mati 

 تفَْصِيْل
Ditulis 

Ditulis 

Ī 

Tafsîl 

Ḍammah + wawu 

mati 

 اصُُوْل

              Ditulis u 

uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

Fatḥah + ya’ mati 

حَيْاِ  ِىالزُّ  

Ditulis 

Ditulis 

ai 

az-zuḥailī 
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Fathah + wawu 

mati 

 الدَّوْلةَ

Ditulis 

Ditulis 

au 

ad-daulah 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

نْتمُْ أَأَ  Ditulis a’antum 

عِدَّتأُ  Ditulis u’iddat 

 Ditulis la’in syakartum لئَنِْ شَكَرْتمُْ 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

نأالقر  Ditulis al-Qur’an 

 Ditulis al-Qiyȃs القياس

 

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 Ditulis as-Samȃ السَّمَآء

 Ditulis asy-Syamsû الشَّمْسُ 

 

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penelitiannya 

 Ditulis zawȋ al-furûḍ ذوِي الْفرُُوْض

هْلُ السُّنةَأَ  Ditulis ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

الرّحيم الحمد لله ربّ العالمينبسم الله الرّحمن   

 اشهد ان لا اله الّا الله واشهد انّ محمّدا رسول الله

 الّلهمّ صلّ على سيّدنا محمّد وعلى ال سيّدنا محمّد
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serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW 

sebagai uswah terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru 

dan diperjuangkan hingga akhir zaman. 

Tesis ini merupakan kajian tentang Tes Narkoba Sebagai Syarat Pranikah 

Bagi Calon yang ditinjau berdasarkan konsep Maqāṣid Asy-Syarī’ah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan 

bahwai tujuani perkawinani adalah membentuki rumahi tanggai yangi bahagia 

ataui diistilahkani dengani sakīnah, i mawaddahi dan iroḥmah. Di tambah lagi 

dengan ikalimat i “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.1 Dalam Kompilasi 

Hukum Islam dinyatakan perkawinani merupakan iakad iyang sangat ikuat 

(mīṡāqan galīẓān) untuk menaati iperintah Allah Swt dan bagi yang 

melakukannya merupakan ibadah.2 Oleh karena itu, perkawinan khas akan nilai 

dan memiliki tujuan mulia harus idiatur dengan isyarat serta irukun tertentu agar 

tujuani disyariatkannyai perkawinan idapat itercapai.3 

Quraish Shihab memaparkan bahwa kehidupan keluarga bagaikan sebuah 

bangunan, supaya ibangunan tetap ikuat dan itahan idari berbagai guncangan, 

maka sepatutnya ididirikan diatas pilar yang kokoh, berkualitas serta bermutu. 

Dalam sebuah keluarga harus berfondasikan agama dan dilengkapi pula dengan 

kesiapan fisik serta mental pada kedua calon mempelai.4 

Calon pengantin sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan 

sebaiknya mengenali secara mendalam terhadap calon pasangannya, tidak 

terlepas pada kondisi fisik saja melainkan kondisi psikis, sosiologis bahkan 

                                                             
1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1). 
2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 72. 
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 

70. 
4 Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 254. 
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kondisi kesehatan jasmani dan rohani calon pasangannya. Jasmani seseorang 

dapat dinyatakan baik jika terbebas dari penyakit menular dan penyakit 

menurun.  

Keberhasilan atau kegagalan perkawinan bergantung pada usaha yang 

ditempuh dalam memilih pasangan hidup, saat mengenali calon pasangan 

hendaknya memeriksa beserta mengenal kepribadian pasangan yang akan 

dinikahinya. Hal tersebut dapat berhasil apabila calon pengantin mempersiapkan 

dari awal tentang riwayat kesehatan calon pasangannya. Oleh karenanya riwayat 

kesehatan tergolong salah satu faktor yang harus dipertimbangkan.5 

Kesehatan fisik pada calon pengantin sangat minim menjadi patokan 

dalam menuju ke jenjang perkawinan. Hal tersebut dibuktikan dari tidak adanya 

aturan khusus perihal persiapan perkawinan dari aspek kesehatan, baik UUP 

maupun KHI. Dalam konteks fikih juga tidak dipaparkan secara eksplisit 

mengenai kesehatan sebagai termasuk syarat wajib bagi icalon ipengantin yang 

akani melangsungkani perkawinan.6 

Penerapan tentang pemeriksaan aImunisasi Tetanus Toksoid bagi calon 

pengantin sebagaimana Instruksi Bersama aDirektur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat aIslam dan Urusan Haji aDepartemen Agama dan Direktur Jenderal 

Pemberantasan aPenyakit aMenular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman 

Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 aTentang Imunisasi Tetanus Toksoid 

Calon iPengantin. Berdasarkan peraturan tersebut maka calon mempelai wanita 

                                                             
5 Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di 

Kuwait)”, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1 (Juni, 2019), hlm. 

100. 
6 Ibid. 
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harus suntik imunisasi tetanus toksoid sesaat sebelum mendaftarkan 

pernikahannya, serta melengkapi surat hasil pemeriksaan sebagai tambahan 

persyaratan apranikah di KUA.7 Pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas 

hanya dapat mencegah infeksi aTetanus, aTBC, aDifteri, Batuk Rejan serta 

aCampak, sehingga tidak dapat diketahui jika calon pasangannyaa terindikasi 

penyakita menulara seksual dan aketurunan, seperti HIV/AIDSa dan calon 

pengantina yang mengonsumsi narkoba bahkan pecandu narkoba.8 

Sebagaimana diketahui, perkembangan peredaran dan penyalahgunaan 

narkoba saat ini menandakan telah mengancam kelangsungan masa depan 

generasi milenial. Hampir seluruh wilayah tidak ada yang bersih dari pengaruh 

penyalahgunaaniinarkoba, bahkant korbannya ttelah menjangkau seluruh 

lapisant masyarakatt khususnya tkalangan tremaja.9 Badan Narkotika Nasionala 

(BNN) bersama aPolri,tTNI, tBea CukaiadanaImigrasi di tahun 

2019tberhasiltmengungkaptsebanyak 33.371a kasus narkoba. Adapun tersangka 

yang berhasil di tangkap BNN dan Polri sejumlah a42.649. Berdasarkan hasil 

penelitian BNN secara periodik setiap tiga tahun terjadi penurunan dan kenaikan. 

Pada tahun 2019 terhadap kasus narkoba terjadi peningkatan sebesar a0,3%.10  

                                                             
7 Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan 

Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus 

Toksoid Calon Pengantin. 
8 Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah ...”, hlm. 101. 
9 Himma Faridatul Husna dan Indah Prabawati, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba  (P4GN) Di Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung (Studi Pada Pencegahan P4GN)”, Publika,  Vol. 7, No. 

6 (2019), hlm. 1. 
10 “Press Release Akhir Tahun, Kepala BNN: ‘Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!’,” 

https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-

TAHUN-2019-1-.pdf, diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 12.53 WIB. 

https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf
https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf
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Tingginya angka apenyalahgunaan anarkoba membuat pemerintah 

Provinsi Jawa Timur melalui BNN Provinsi Jawa Timur menjalin perjanjian 

kerja samattdengan Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur yang 

menginstruksikan kepada seluruh calonapengantin yang berada di Provinsi Jawa 

Timur untuk melakukan tes narkoba sebelum mendaftarkan pernikawinannya di 

KUA setempat.11 

Berdasarkan hasil survei BNN yang bekerja sama dengan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Tahun 2019, secara nasional angka 

prevalensi pengguna narkoba di kalangan pelajar serta mahasiswa sebesar 3,2%0 

(2.297.4920orang). Di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka prevalensi 

selama setahun memakai narkoba sebesar 1,30%0 atau sekitar 554.108 orang. 

Jawa Timur masuk pada zona merah terkait penyalahgunaan narkoba, hal 

tersebut dapat dilihat dari data yang cukup tinggi mengenai pengguna narkoba.12 

Pemerintah berupaya menyusun serangkain peraturan guna memberikan 

pedoman maupun batasan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan 

perkawinannya, jika terjadi perceraian maka masyarakat dapat menggunakan 

peraturant tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Aturan tersebut 

berbentuk hukum positif berupa UUP dan KHI. Tidak hanya pemerintah pusat 

yang membentuk dan menyusun Undang-Undang, pemerintah daerahpun terus 

                                                             
11 Perjanjian Kerjasama Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur  Dengan 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No: Pks-33/Ka/Hk.02/VI/2019/Bnnp-Jatim Dan No: 

2278/K13.1.3/5/2019 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran 

Gelap Dan Prekursor Narkotika. 
12 “BNN Rangkul Pondok Pesantren Jadi Penggiat P4GN,” https://bnn.go.id/bnn-rangkul-

pondok-pesantren-jadi-penggiat-p4gn/, diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pada pukul 15.45 

WIB. 

https://bnn.go.id/bnn-rangkul-pondok-pesantren-jadi-penggiat-p4gn/
https://bnn.go.id/bnn-rangkul-pondok-pesantren-jadi-penggiat-p4gn/
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berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas perkawinan di masyarakat 

daerahnya masing-masing tentunya sesuai dengan problematika yang sedang 

terjadi. 

Salah satu hal yang begitu penting dalam Islam dan telah dihargai juga 

dikenal pada suatu kajian hukum yaitu 0ḥikmah tat-tasyri’ twa tfalsafatuhu 

(hikmah dantfilsafat hukum0 Islam).13 Hukum Islam, secaratfilosofis tharus 

berlandaskan pada nilaitserta hikmah. Singkatnya, tsendi-sendi0 hukum, prinsip-

prinsipthukum serta kaidah-kaidah0hukum yang dijadikan dasar hukumtIslam, 

itulah yang disebut dengan falsafah 0hukum Islam.14 

Senada dengan tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin, 

di dalam perjanjian kerja sama tersebut dapat 0digali 0nilai-nilait yang menjadi 

tujuan dari 0lahirnya peraturan0 terkait. Nilai-nilai yang terkandung 0tidak 

langsung dapat dilihat dan dapat ditemukan oleh seseorang, sehingga perlu 

adanya pengkajian yang mendalam, 0dalam hal initdapat dicapai dengan  

maqāṣidttasy-syarī’ah. 

Adapun pasal dalam perjanjian kerja sama antara BNN Jawa Timur  

dengan Kemenag Provinsi Jawa Timur tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap0 Narkotika0 Dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 2 

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam 

meningkatkan. sinergi para pihak melalui koordinasi dan kerjasama 

                                                             
13 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 80. 
14 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 

hlm. 16. 
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dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak 

dalam rangka P4GN. 

2. Tujuan perjanjian kerjasama. ini adalah terselenggaranya kerjasama 

dan sinergitas para pihak dalam upaya P4GN 

Berdasarkantbunyi tpasal t2 di atas. tdapatttdigali tujuan dibuatnya 

perjanjian kerja sama yang mewajibkan tes urine bagi calon pengantin, yaitu 

terselenggaranya kerjasama dan sinergitas para pihak dalam upaya P4GN. 

Program P4GN sebagaimana dikutip oleh Himma Faridatul dalam jurnalnya 

menyatakan bahwa melakukan pencegahan guna membentuk pola pikir yang 

baik terhadap pelajar, pekerja serta masyarakat untuk bersama-sama mencegah 

dan melakukan penolakan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian fokus 

utama pemerintah menciptakanx lingkungan bebas dari penyalahgunaanx dan 

peredaran gelapx narkobax dapat terlaksana.15 

Seluruh asas serta tujuan yang termaktub pada pasal di atas sebagai upaya 

mencapai kemaslahatan secara umum. Kemaslahatanttyang dimaksud berupa 

pencapaiant tujuan-tujuant syari’att Islamx (maqāṣid asy-syarī’ah), yaitu berupa 

penjagaantterhadap kebutuhantprimer, tsekunder danttersier.16 Oleh karenanya, 

pemikiran hukum secara filsafat memang diupayakan, dengan bertujuan mencari 

hukum yang tepat serta bagaimana hukum dapat diterapkan guna mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia secara menyeluruh.  

                                                             
15 Himma Faridatul H dan Indah Prabawati, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba..., hlm. 1. 
16 Jasser Audah,  Al-Maqāṣid Untuk Pemula, terj. ‘Ali ‘Abdel Mon’im (Yogyakarta: Suka 

Press, t.t), hlm. 12. 
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Hadirnya perjanjian kerja sama BNN Jatim dengan Kemenag Jawa Timur 

yang mewajibkan melakukan tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon 

pengantin menurut penulis merupakan langkah strategis sebagai bentuk upaya 

preventif terhadap suatu hal yang dirasa dapat merugikan dikemudian hari, 

dalam hal ini tes narkoba pranikah sebelum melangsungkan pernikahan apakah 

sudah tepat dengan prinsip al-uṣūl al-khamsah (lima dasar) dalam maqāṣid asy-

syarī’ah.  

Selanjutnya, fokus penelitan ini juga melakukan analisa terhadap tes 

narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin berdasarkan prinsip 

hukum Islam yakni menggunakan konsep tmaqāṣid asy-syarī’ah perspektif 

tJasser tAuda. Konsep tersebut telah mengalami kontemporisasi sehingga dinilai 

sesuai dan dapat digunakan untuk menganalisa sejauh mana konteks ‘kekinian’ 

terkait urgensitas dan perlindungan Islam terhadap persoalan berkenaan 

perjanjian kerja sama Kemenag dengan BNN tentang kewajiban tes narkoba 

pada calon pengantin terkait maraknya penyalahgunaan narkoba di Provinsi 

Jawa Timur. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk menjawab isu permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, 

maka penelitian ini akan fokus membahas dua persoalan utama, yaitu: 

1. Mengapa perjanjian kerja sama antara Badan Narkotikax Nasional (BNN) 

Provinsi Jawa Timur dengan Kementerianx Agama (Kemenag) Provinsi Jawa 

Timur mewajibkan tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin? 
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2. Apa urgensi kewajiban tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon 

pengantin dalam perspektif maqāṣid asy-syarī’ah? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

tPenelitian tini tdilakukan tdengan ttujuan tsebagai tberikut: 

a. Memahami alasan dibuatnya peraturan perjanjian kerja sama antara BNN 

Jawa Timur dengan Kemenag Jawa Timur yang mewajibkan tes narkoba 

sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin. 

b. Menganalisa kewajiban tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon 

pengantin yang ditinjau dari sudut pandang ]maqāṣid asy-syarī’ah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih] pada tkeilmuan hukum Islam tkhususnya] hukum keluarga] 

di Indonesia dan tdapat tdijadikan tlandasan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yangvmembahasttentang tes narkoba] sebagai syarat pranikah 

bagi calon pengantin di provinsi Jawa Timur. 

b. Secara praktis 

Secarat praktist penelitiant ini diharapkan dapatt dijadikant sebagai 

evaluasit dan/atau acuan pemerintaht dalam mengkajit ulangt aturan 

terkait tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin sesuai 

perjanjian kerja sama BNN Provinsi Jawa Timur dengan Kemenag Jawa 

Timur. Selaint itu, sebagait tambahant] sumber rujukant bagi tmahasiswa 
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yangt akant membahas kewajiban melaksanakan tes narkoba bagi tiap-tiap 

calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang membahas seputar Islam maupun Hukum Islam khususnya 

di bidang hukum keluarga pada umumnya tergolong banyak, begitupun 

penelitian seputar tes narkoba, akan tetapi tes narkoba sebagai syarat pranikah 

bagi calon pengantin sejauh ini masih jarang ditemui. Peneliti belum 

menemukan secara khusus pembahasan tentang tes narkoba sebagai syarat 

pranikah bagi calon pengantin dalam sudut pandang maqāṣid asy-syarī’ah. 

Berikut hasil penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang memiliki 

kedekatan dengan tema peneliti yaitu: 

Khoirul Bariyyah dalam tesisnya, “Signifikansit Pemeriksaant Kesehatan 

Pranikaht Dalamt Perspektift Hukumt Islamt (Studit pada KUAt dit Wilayah 

Kabupatent LampungttTengah)”17 membahas tentang penerapan pemeriksaan 

kesehatan pranikah di Kabupaten Lampung Tengah. Pemeriksaan kesehatan 

pranikah merupakan sebuah program yang sangat bermanfaat bagi seluruh calon 

pengantin. Tesis ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teori 

sadd dzarī’ah sebagai pisau analisisnya. Adapun alasan dari memaknai 

pemeriksaan pranikah dikarenakan pada Kabupaten Lampung ditemui banyak 

kasus perceraian yang disebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah batin 

kepada istrinya dan tingginya penderita HIV/AIDS yang didominasi oleh ibu 

                                                             
17 Khoirul Bariyyah dalam tesisnya, “Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)”, Tesis, 

Program Pascasarjana (PPs), IAIN Metro, 2019. 
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rumah tangga, maka dibutuhkan regulasi tentang pemeriksaan kesehatan 

pranikah sebagai pijakan bagi KUA untuk menerapkan pemeriksaan kesehatan 

pranikah. Letak perbedaan dengan tesis penulis adalah teori yang digunakan 

untuk menganalisis, dalam tesis ini menggunakan sadd dzarī’ah sedangkan 

dalam penelitian penulis menggunakan teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda 

dan pada penelitian ini hanya tertuju pada pemeriksaan kesehatan pranikah tanpa 

ada pengkhususan, sedangkan dalam tesis penulis hanya fokus pada tes narkoba 

sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin. 

Khusni Tamrin dalam tesisnya yang berjudul “Tes Kesehatant Pranikah 

(Premaritalt ChecktUp) Persektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah”18 menjelaskan tes 

kesehatan pranikah oleh calon pengantin, penelitian ini tidak hanya membahas 

tentang Suntik Tetanus Toxoid (TT) bagi calon pasangan yang hendak menikah, 

melainkan benar-benar premarital check up secara menyeluruh. Penelitian ini 

menggunakan dua pendekatan yakni medis dan filosofis. Persamaan dengan tesis 

penulis yakni teori yag digunakan dalam penelitian yakni Maqāṣid Asy-Syarī'ah. 

Namun terdapat perbedaan pada objek penelitiannya, dalam tesis ini menelaah 

pemeriksaan kesehatan pranikah (premarital check up) secara universal 

sedangkan dalam tesis penulis bjek penelitiannya mengacu pada Perjanjian 

Kerja Sama antara BNN Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Agama 

Provinsi Jawa Timur yang mewajibkan seluruh calon pengantin untuk tes 

                                                             
18 Khusni Tamrin, “Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Persektif Maqāṣid Al-

syarī’ah”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. 
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narkoba sebelum mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dan program 

ini hanya ditujukan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Basri Akmal dalam tesisnya yang berjudul “Urgensi Vaksinasi Tetanus 

Toxoid Bagi Calon Pengantin Persektif Kesehatan dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah”19 

meneliti tentang keharusan untuk melakukan vaksin Tetanus Toxoid (TT) 

khususnya pada calon pengantin wanita dan untuk calon pengantin pria cukup 

melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat. Tesis ini 

merupakan penelitian  lapangan yang menggunakan pendekatan interpretatif, 

penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kampar. Di Indonesia hingga kini 

masih didapati banyak proses kelahiran yang dilakukan oleh tenaga medis yang 

tidak terlatih secara medis. Infeksi tetanus tidak hanya membahayakan nyawa 

bayi tetapi juga ibu. Target pemberian imunisasi vaksin ini tidak hanya pada 

perempuan yang menikah saja, tapi juga pada wanita usia subur. Tesis ini hanya 

membahas bagian dari tes kesehatan pranikah yang berbentuk vaksinasi Tetanus 

Toxoid (TT) khusunya pada perempuan pranikah. Tesis memiliki kesamaan 

bahwa sebelum mendaftarkan pernikahan di KUA hendaknya melaksanakan tes 

kesehatan pranikah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Selanjutnya, perbedaannya terletak pada bentuk pemeriksaan pranikah yang 

harus dilaksanakan, dalam tesis ini yakni vaksinasi Tetanus Toxoid (TT) 

sedangkan dalam tesis penulis yakni adanya kewajiban melaksanakan tes 

                                                             
19 Basri Akmal, “Urgensi Vaksinasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin Persektif 

Kesehatan dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah”, Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. 
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narkoba pranikah bagi seluruh calon pengantin yang berada di Provinsi Jawa 

Timur. 

M. Prayudha Aprian dalam tesisnya, “Eksistensi Peraturan Walikota 

Nomor 39 Tahun 2017a Tentang Tes Urinea Pranikah Di Kota Binjaia Ditinjau 

Dari Maqāṣid Asy-syarī’ah”20 menjelaskan tentang implementasi peraturan 

walikota Nomora 39 Tahun 2017a tentang Tes Urine Pranikahj di iKota iBinjai. 

Penelitiani ini termasuk penelitian yuridis empiris serta ditinjau dengan konsep 

maqāṣid asy-syarī’ah. Pada tesis ini memaparkan terkait kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah setempat dikarenakan tingginya kasus perceraian 

yang disebabkan penyalahgunaan narkoba, tidak hanya di kalangan masyarakat 

namun di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mengalami peningkatan. 

Letak pembeda penelitian ini dengan tesis penulis adalah penelitian ini bertujuan 

untuk mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh penyalahgunaan 

narkoba dengan konsep Maqāṣid Asy-Syaṭibi, sedangkan dalam tesis adanya 

kewajiban melaksanakan tes narkoba pranikah sebagai syarat pranikah bagi 

calon pengantin adalah untuk menumpas angka penyalahgunaan narkoba pada 

khususnya calon pengantin dan umumnya kalangan pelajar serta masyarakat 

dengan perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda. 

Tatimul Kholidah dalam jurnal yang berjudul, “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon Pengantin Wanita Di Wilayah KUA 

                                                             
20 M. Prayudha Aprian, “Eksistensi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tes 

Urine Pranikah Di Kota Binjai Ditinjau Dari Maqāṣid Asy-syarī’ah”, Tesis Program Pascasarjana 

(PPs), UIN Sumatera Utara Medan, 2020. 
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Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”21 menjelaskan tentang keharusan 

melakukan tes urine bagi calon pengantin perempuan sebelum melakukan 

pernikahan, hal itu disebabkan semakin jmaraknya fenomena jhamil di luar 

jnikah, adapun tesj ini digunakan untuk memeriksa status calon pengantin wanita 

itu dalam jkeadaan hamilj atau sebaliknya, yang nantinya berpengaruhj pada 

langkah yang ditempuh PPNj pada saat pemeriksaan jkedua mempelai dalam 

proses jpendaftaran jpernikahan. Terhadap kewajiban adalahiidiperbolehkan, 

isebabiites jurine dapat mempermudahj PPNi KUAi Kecamatani jPaciran dalami 

menentukanj isuatu keputusaniihukum bagiijwanita yangi ketahuani jhamil dii 

luari jnikah. Penelitian ini hanya berfokus pada hasil pemeriksaan calon 

mempelai wanita karena berkaitan maraknya kasus  marriage by accident, 

sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada calon pengantin guna 

mendeteksi zat narkoba yang terkandung pada tubuh calon pengantin dan 

bertujuan untuk menghindari kemafsadatan yang dapat timbul pasca pernikahan. 

Fatma Amilia dan Faiq Tobroni dalam jurnal yang berjudul, “Surat 

Keterangan Pemeriksaani Narkobai Sebagaii Syarati Permohonani iKehendak 

(Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan 

Kalimantan Utara)”22 memaparkan bahwa penambahan surat keterangan 

pemeriksaan narkoba sebagai administrasi pernikahan di KUA Kecamatan 

Nunukann merupakan nlangkah inventif pelayanan publik dengan berdasar pada 

                                                             
21 Tatimul Kholidah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon 

Pengantin Wanita Di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, Al-Hukama, Vol. 

02, No. 01 (Juni, 2012). 
22 Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, “Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat 

Permohonan Kehendak (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan 

Kalimantan Utara)”, Al-Aḥwāl, Vol. 12, No. 2 (2019). 
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AUPB. Dengan adanya penambahan tersebut memberikan jaminan kecermatan 

dan keterbukaan riwayat calon pengantin. Penelitian ini ditujukan hanya pada 

Kecamatan Nunukan dikarenakan tingginya kasus perceraian akibat 

mengonsumsi. Letak perbedaan dengan penelitian penulis adalah tesis penulis 

hanya tertuju pada inti dari aturan yang mewajibkan seluruh calon pengantin 

yang mendiami Provinsi Jawa Timur yang dilatar belakangi semakin 

meningkatnya pengguna narkoba di kalangan pelajar, padahal pelajar yang 

nantinya akan berada pada posisi calon orang tua adalah sebagai penentu 

keturunan yang berkualitas agar dapat melanjutkan perjuangan estafet 

keluarganya, sedangkan tesis ini lebih condong terkait peraturan yang 

dikeluarkan oleh KUA agar seluruh calon pengantin melakukan tes narkoba 

telah sesuai dengan AUPB dan tidak pula menyalahi hukum positif. 

Sri Achadi Nugraheni dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Thei Change 

of iKnowledge and iAttitude of Bride and iGroom iCandidate iAfter 

Reproductivei Healthi Pre-Maritali Course by iKUA iOfficer”23 menjelaskan 

bahwa di Indonesia terhadap angka kematian ibu (AKI) masih sangat tinggi, 

salah satu penyebab tingginya AKI adalah kurangnya kepekaan kesehatan 

reproduksi calon pengantin, kegiatan ini lazimnya dilakukan sebelum calon 

pengantin mendaftarkan perkawinannya di KUA. Kegiatan tersebut masih 

sangat jarang dilakukan di Indonesia dan hendaknya program-program pranikah 

salah satunya tes kesehatan reproduksi calon pengantin harus disosialisasikan 

                                                             
23 Sri Achadi Nugraheni dkk, “The Change of Knowledge and Attitude of Bride and Groom 

Candidate After Reproductive Health Pre-Marital Course by KUA Officer”, Kemas, Vol. 14, No. 1 

(2018). 
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oleh KUA dan diperluas sebagai sarana bagi petugas dalam pelaksanaan tes 

kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Jurnal ini berfokus pada pemeriksaan 

pranikah dalam hal reproduksi sedangkan pada penelitian penulis tertuju pada 

tes narkoba yang wajib dijalankan oleh seluruh calon pengantin ketika ingin 

melangsungkan pernikahan di Provinsi Jawa Timur. 

Lathifah Munawaroh dalam jurnalnya yang berjudul, “Tes Kesehatan 

Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”24 yang 

memaparkan tentang adanya syarat di Kuwait untuk melakukan tes kesehatan 

pranikah bagi laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah, dikarenakan 

di negara tersebut terdapat penyakit menular yang dapat memengaruhi 

kehidupan seseorang. Dalam jurnal ini hanya tertuju pada aturan Negara Kuwait 

yang mewajibkan melaksanakn tes kesehatan pranikah bagi calon pengantin, 

surat tersebut berlaku 6 bulan pasca melaksanakan tes, jika salah satu dari calon 

pasangan terkeni penyakit, maka jika ingin melanjutkan ke jenjang lebih serius 

keduanya wajib melampirkan lagi surat persetujuan dari keduanya, sedangkan 

dalam tesis ini memaparkan bahwa jika salah satu didapati mengonsumsi 

narkoba dan tetap lanjut untuk menikah, bagi yang mengonsumsi akan dilakukan 

tindakan sesuai aturan dan dilakukan penahanan akta nikah, ketika telah 

dinyatakan sembuh maka dapat berkumpul ke keluarganya. 

Hasan Shammout dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Premarital 

Screening Tests: An Islamic View”25 membahas tentang setiap calon pengantin 

                                                             
24 Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di 

Kuwait)”, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, Juni, 2019. 
25 Hasan Shammout dkk, “Premarital Screening Tests: An Islamic View”, 

Euromediterranean Biomedical Journal, Vol 12, No. 23 (2017). 
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harus menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah. Banyak negara-negara Islam 

yang telah mewajibkan tes pranikah bagi calon pengantin, penerapan kebijakan 

tersebut bersumber pada Islam sangat mendorong untuk melindungi generasi 

mendatang dan menjamin kelangsungan beribadah kepada Tuhan. Tes kesehatan 

pranikah juga tidak membahayakan dan tidak bertolak belakang dalam hukum 

Islam. Jurnal ini hanya membahas pemeriksaan kesehatan pranikah perspektif 

hukum Islam, sedangkan pada tesis ini menggunakan teori maqāṣid iasy-

syarī’ah milik Ulama kontemporer yakni Jasser Auda dalam memahami 

peraturan tersebut. 

Dari beberapa penelitian di atas yang berkaitan dengan pemeriksaan 

kesehatan pranikah telah dipaparkan di atas. Secara substansi penelitian 

terdahulu membahas seputar tes kesehatan pranikah dalam berbagai cara seperti 

vaksinasi TT, pemeriksaan kesehatan pranikah maupun tes urine. Persamaan 

penelitian dengan kajian terdahulu adalah sama-sama membahas seputar tes 

kesehatan pranikah, yang merupakan serangkaian prosesi yang harus dilakukan 

oleh calon pegantin guna memeriksa dan mengetahui riwayat kesehatan calon 

pengantin. Sedangkan perbedaan adalah pertama, penelitian ini meninjau dari 

sisinmaqāṣid iasy-syarī’ah memandang tes kesehatan pranikah yang dalam hal 

ini terfokus pada tes narkoba pranikah bagi calon pengantin di Provinsi Jawa 

Timur, perbedaan kedua, penelitian ini berfokus pada tes narkoba pranikah 

secara lengkap dengan menelaah dan menemukan hakikat beserta latar belakang 

ketentuan tersebut wajib dijalankan oleh seluruh calon pengantin di Provinsi 

Jawa Timur dan perbedaan ketiga, penelitian ini menggunakan teorinmaqāṣid 
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iasy-syarī’ah Jasser Auda untuk membedah sekaligus sebagai pisau analisis 

peraturan tersebut dengan berpedoman pada al-Qur’an dan Hadis, serta 

menggunakan pendekatan yuridis dan filosofis yang tidak ditemukan pada 

penelitian terdahulu. 

E. Kerangka Teoritik 

Secara jumum, tidak semua tujuan itu terhimpun secara eksplisit dalam 

aal-Qur’an dan aas-sunnah. Olehi karenai itu, menggunakan imetode 

maqāṣidiaasy-syarī’ahi tujuan-tujuani muliai yang dijunjungi tinggii oleh Islami 

dapati didapatkan. Maqāṣidi aasy-syarī’ah diartikan dengan, pertamai hikmaha 

dibaliki suatu hukum, keduai tujuani aakhir iyang abaik yang akanidicapai ioleh 

ihukum, ketiga atujuan ilāhiyyah serta akonsep amoral yang berbasis hukum dan 

keempat kemaslahatan-kemaslahatan.26 

Sebagaimana terdapat dalam berbagai literatur, maqāṣid asy-syarī’ah 

diklasifikasikan dalam berbagai dimensi, meliputi: 

a. Berdasarkan tingkatan keniscayaan; Ulama membaginya ke dalam tiga 

kategori dan tingkat kekuatan. Pertama, maqāṣid ḍarūriyyat jika ditinjau 

dari etimologi bermakna kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang bersifat 

esensial.27 Kedua, maqāṣid ḥajiyyāt, merupakan segala kebutuhan yang 

sejatinya dipenuhi dan yang menjadikan realisasi al-uṣūl al-khamsah lebih 

sempurna, yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesulitan.28 

                                                             
26 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī’ah, terj. Rosidin dan ‘Ali 

‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 31.  
27 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

hlm. 106. 
28 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), hlm. 102. 
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Ketiga, maqāṣid taḥsīniyyat, terdiri dari kebutuhan dan pemeliharaan yang 

dapat menjadi penunjang guna kenyamanan dan kelapangan 

(komplementer), baik yang bersifat subtansial maupun instrumental.29 

b. Maqāṣid asy-Syarī’ah yang digapai berdasarkan jangkauan hukum, yang 

terbagi dalam tiga golongan yakni, pertama, maqāṣid āmmah yang bersifat 

umum dan dapat ditemukan secara menyeluruh dalam hukum Islam. Kedua, 

maqāṣid khāṣṣah yang bersifat khusus dan dapat ditemukan pada bab 

tertentu dalam hukum Islam. Ketiga, maqāṣid juz’iyyah yang meliputi 

tujuan-tujuan yang dikehendaki dari sebuah teks hukum tertentu.30 

c. Maqāṣid asy-Syarī’ah yang ditinjau berdasarkan lingkup subjek hukum, 

terbagi dalam dua kategori meliputi, pertama, maqāṣid kulliyyat yakni 

maqāṣid yang bersifat global mencakup seluruh umat manusia. Kedua, 

maqāṣid individual yakni maqāṣid yang hanya menjangkau kepentingan 

perorangan tertentu. 

d. Maqāṣid sejauhmana mencerminkan keseluruhan nas. 

e. Maqāṣid asy-Syarī’ah didasarkan pada orientasi yang terkandung dari segi 

keduniawian dan keakhiratan 

f. Maqāṣid asy-Syarī’ah yang didasarkan pada kekuatan dalil yang memiliki 

tiga kategori yakni, Qaṭ’iyyah, Ẓanniyyah dan Wahmiyyah 

Islam sebagai agama raḥamatan lil ‘ālamiin menjunjung atinggi nilai-

nilaia kemanusiaan serta memberikan resolusi terbaik agar kehidupan manusia 

                                                             
29 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul 

Fiqh (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 102. 
30 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid syariah..., hlm. 36. 
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selaras dan seimbang. Jasser Auda memandang maqāṣid sebagai cabang ilmu 

keislaman yang menjawab segenap persoalan-persoalan yang sulit, diwakili oleh 

sebuah kata yang tampak sederhana yakni “mengapa?”, maka maqāṣid dikatakan 

menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.31 

Menurut Jasser Auda sebagaimana dikutip oleh Retna Gumanti dalam 

jurnalnya menyatakan bahwa syariah Islam mampu memainkana peran positifa 

dalam merealisasikan kemaslahatana seluruh umat manusia serta dapat 

merespon itantangan-tantangan kekinian,imaka icakupan serta dimensi tentang 

iteori maqāṣid sebagaimana itelah dikembangkana pada hukumi iIslami klasika 

harusi diperluas. Yang bermula terbatas dalam kemaslahatani individu, iharus 

idiperluas dimensinya imencakup awilayah yangi lebih iumum, dari wilayah 

individu imenjadi iwilayah amasyarakat atau umat manusiaa dengan asegala 

tingkatannya.32 

Penelitian, pendayagunaan serta pengembangan kajian bermula dari 

maqāṣid klasik kemudian bergeser ke modern sebagaimana dikembangkan oleh 

Jasser Auda, dapat dilihat dalam praktik  “keniscayaan”, bahwa ḥifẓ an-nasl 

(melestarikan keturunan) dikembangkan menjadi kepedulian dan perhatian pada 

keluarga, bahlan sampai mengusulkan adanya sistem social Islam madani. 

Selanjutnya, ḥifẓ al-‘aql (penjagaan akal) dikembangkan menjadi 

“pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan 

                                                             
31 Jasser Auda, Al-Maqāṣid Untuk Pemula..., hlm. 4-5. 
32 Retna Gumanti, “Maqāṣid Al-Syarī’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam 

Hukum Islam)”, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2018), hlm. 114. 
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mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari mengalirnya tenaga ahli ke luar 

negeri”.33 

Demikian juga ḥifẓ al-‘irdi (penjagaan kehormatan), dan ḥifẓ an-nafs 

(perlindungan jiwa) dikembangkan menjadi “pelestarian harga diri, harkat dan 

martabat” juga “menjaga hak-hak asasi manusia”. Sedangkan konsep ḥifẓ ad-dīn 

(penjagaan agama) dikembangkan menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam 

ekspresi-ekspresi kontemporer. Ḥifẓ al-māl (penjagaan harta) dikembangkan 

menjadi “pengembangan ekonomi” “bantuan sosial” dan “menekan jurang antar 

kelas sosial ekonomi”.34 

Tabel 1.1 

Pergeseran Teori Maqāṣid Klasik Menuju Maqāṣid Kontemporer35 

No. Teori Maqāṣid Klasik Teori Maqāṣid Kontemporer 

1 
Menjaga agama (ḥifẓ ad-

dīn) 

Menjaga, melindungi dan menghormati 

kebebasan beragama dan kepercayaan. 

2 

Menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs), 

Menjaga kehormatan (ḥifẓ 

al-‘irdi) 

Menjaga dan melindungi martabat 

kemanusiaan, menjaga dan melindungi 

hak asasi manusia. 

3 Menjaga akal (ḥifẓ ‘aql) 

Melipatgandakan pola pikir dan 

research ilmiah, mengutamakan 

perjalanan untuk mencari ilmu 

pengetahuan, menekan pola pikir yang 

mendahulukan krminalitas kerumunan 

gerombolan dan menghindari upaya-

upaya meremehkan kinerja otak. 

4 
Menjaga keturunan (ḥifẓ 

an-nasl) 

Teori yang berorientasi pada 

perlindungan keluarga, kepedulian lebih 

terhadap institusi keluarga  

5 Menjaga harta (ḥifẓ al-māl) 

Mengutamakan kepedulian sosial, 

menaruh perhatian pada pembangunan, 

dan pengembangan ekonomi, 

                                                             
33 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hlm. 320. 
34 Ibid. 
35 Riyanto dan Waryani Fajar, Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi 

Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014), hlm. 82. 
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mendorong kesejahteraan manusia, 

menghilangkan jurang antara miskin 

dan kaya. 

 

Menurut Auda, bahwa realisasi imaqāṣid merupakan sebuah dasar 

penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali imaqāṣid harus 

merujuk/dikembalikan kepada teks utama (al-Qur’an dan hadis), sehingga tidak 

murni dari pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan 

menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubngkannya dengan 

kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus 

dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat masyarakat seluas-luasnya.36 

Sekaligus memahami konteks ‘kekinian’ yang sedang menjadi perbincangan 

bahkan apolemik di aProvinsi Jawa Timur yakni adanya kewajiban untuk 

melaksanakan tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), 

yakni penlitian yang berfokus pada bahan tertulis sebagaimana dengan 

konteks dalam proses penelitiannya, dalam hal ini yang berhubungan dengan 

objek penelitian seperti buku, kitab, perundang-undangan, kemudian dikaji 

dan dianalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan.37 Objek dalam 

penelitian ini adalah Perjanjian Kerjasama Antara BNN Provinsi Jawa Timur 

dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur  iNo: PKS-

                                                             
36 Jasser Auda, Membumikan..., hlm. 55. 
37 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 

hlm. 2. 
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33/KA/HK.02/VI/2019/BNNP-JATIMiiDaniiNo: 2278/KW13.1.3/5/2019i 

Tentangi Pencegahanil Dan Pemberantasani Penyalahgunaani  Dan l 

Peredaran Gelap Dan Prekursor l Narkotika yang berfokus pada kewajiban 

melaksanakan tes l narkoba l bagi seluruh calon pengantin l di wilayah 

Provinsi l Jawa Timur. Selain itu, fakta lapangan yang berkaitan dengan 

pembahasan l juga dijadikan sebagai objek l dalam penelitian ini, baik yang 

bersumber dari l internet, majalah, buletin, media elektronik l maupun 

media/internet. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaituiisuatu penelitianiiyang 

memaparkan,imenggambarkan serta  mengklarifikasi secaraivobjektifidari 

data dataiiiyangiiitelahiiiidikaji kemudian dilakukan analisis. Peneliti 

menguraikaniiisecarai sistematisi terhadap pandangan maqāṣid asy-

syarī’ahiiiterhadap Perjanjian Kerja Sama antara BNN dengan Kemenag 

dengan fokus bahasan pada Pasal 4 No. 5 yang menyatakan bahwa tiap-tiap 

calon pengantin wajib melakukan tes narkoba yang merupakan syarat wajib 

untuk dipenuhi sebelum mendaftarkan perkawinannya di KUA. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitiani ini menggunakan pendekatan yuridis-filosofis. Pendekatan 

yuridis dimaksudkan karena lkajian yang dilakukan lberkaitan dengan 

perundang-undangan, sedangkan pendekatan filosofis merupakan 

pendekatanl dengan menjelaskanl intii atau lhakikat dan lhikmah dari objek 

formalnyai serta lmencari sesuatui yangi sifatnyai mendasari darii objek 
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tersebut. Alfasil sebagaimana dikutip oleh lHasbi Ash-Shiddieqy memakai 

kata imaqāṣid iasy-syarī’ah ketikai membahasi rahasia-rahasiai maupun 

hakikatl hukumi yang iditetapkan iAllah Swt.38 Intinya adalahi untuk 

mencapailikemaslahatani umati yang sebanyak-banyaknya, ikarena itujuan 

penetapani hukumldalami Islami adalah untuki menciptakanl kemaslahatan 

guna iimemelihara ltujuan-tujuan agama. 

Oleh karena itu, penggunaan teoril maqāṣid asy-syarī’ah dari Jasser 

Auda penulis mencoba memahamil danl menemukanl nilai-nilail yang 

melekatl pada Perjanjian Kerja Sama antara lBNN dengan lKemenag Provinsi 

Jawa Timur yang salah satu isinya mewajibkan melakukan tes narkoba 

sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin agar dapatl memberil kesadaranl 

kepada seluruh masyarakatl untuk menyadaril kebenaranl pada aturanl 

tersebut dan menjalankannyallldenganllkesadaranllsebagaiman mereka 

menjalankan agamal dan lkepercayaanl mereka. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan cara untuk lmengungkap atau lmenjaring 

informasi ldata lpenelitian sesuai dengan llingkup penelitian itu sendiri atau 

diistilahkan dengan teknik lpengumpulan data.39 Teknikl pengumpulanl datal 

penelitian sesuai dengan data yang harus didesain ldengan lbaik dan 

sistematis, agarl datal yang dikumpulkanl sesuai ldengan permasalahan yang 

diteliti. 

                                                             
38 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam..., hlm. 1. 
39 Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 

hlm. 74. 
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Sebagai penelitianl pustaka, maka pengumpulanl datal yang dilakukan 

oleh penulis ialah metodelldokumentasi, karenal penelitianl ini adalah 

penelitianl lnormatif. Dokumentasil merupakan metode lpengumpalan data 

terhadap buku-buku, kitab, perundang-undangan, surat kabar, buletin yang 

berkaitan.40 Adapun data-data yang diperlukan meliputi lPerjanjian Kerja 

Sama antara BNNldengan Kemenagl Provinsi lJawa Timur yang merupakan 

data primer/utamal yang memberikan ldata kepada peneliti lsecara langsung. 

Adapun bahan sekunder yang dijadikan penunjang pada penelitian ini 

adalah lbuku-buku, kitab-kitab, lperundang-undangan dan lpenelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi 

calon pengantin, serta sumber-sumber lain yang masih lberkaitan dengan 

permasalahanl yangl diteliti. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakanl bagian terpenting dan harus ldikelompokkan 

berdasarkanl variabel-variabel terikat yang diukur dan diprioritaskan pada 

indikator yang berkaitan. Teknik penyajian data perlu diteliti untuk 

lmenjawab rumusan masalah.41 Analisis data yang dihimpun untuk 

penyederhanaan data-data yang diperoleh dari pPerjanjian Kerja Sama antara 

BNN dengan pKemenag pProvinsi Jawa Timur dan data yang didukung dari 

pkonsep maqāṣid asy-syarī’ah Jasser Auda kedalam bentuk yang mudah 

dibaca serta diinterpretasikan, untuk selanjutnya metode lanalisis yang 

                                                             
40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 206. 
41 Sri Kumalaningsih, Metode Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan (Malang: UB 

Press, 2017), hlm. 77. 
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digunakan dalam penelitian berupa lanalisis induktif. Data-datap yang 

diperoleh dianalisis dengan seksama lsesuai lreferensi yang ada, melalui 

metode induktifp yaitul dengan pcara meneliti seluruhp isi peraturan yang 

adal kemudianl ditarikp kesimpulanl secara pgeneral yangl bersifatl umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah 

yang menguraikan mengenai alasan mengapa tesis ini dibuat, selanjutnya 

rumusan masalah yang memperinci terkait masalah yang diteliti, kemudian 

tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang merupakan maksud dan manfaat 

yang didapat dari tulisan ini, dilanjutkan dengan telaah pustaka yaitu mengkaji 

hasil penelitian terdahulu guna melihat sejauh mana penelitian terhadap subjek 

pembahasan tersebut dan untuk mengetahui perbedaannya, kemudian berisi 

tentang kerangka teoritik merupakan pteori-teoril yang akan digunakanl untuk 

membedah masalahl tersebut, selanjutnya berisi metode penelitianl yang 

pmenjelaskan pmetode yang akan digunakan dalam penelitian mulail dari ljenis 

penelitian, pendekatanpyangl digunakan, teknik pengumpulan ldata dan analisis 

data, dan sitematika pembahasan yang  berisi deskripsi alur penulisan tesis 

mengenai susunan bagian-bagian tesis. 

Bab II, pada bab ini memuat tentang konsep pernikahan, tes narkoba 

pranikah dan pteori mmaqāṣid asy-syarī’ah. Peneliti akan memaparkan 

beberapamhal yang sesuai dengan konsep pernikahan yakni makna pernikahan, 

rukun dan syarat pernikahan. Selanjutnya, tes narkoba pranikah yang berisi 

tentang terminologi narkoba, jenis-jenis narkoba, narkoba ditinjau berdasarkan 
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hukum Islam dan tes narkoba pranikah perspektif hukum Islam. Terakhir 

membahas tentang teori mmaqāṣid lasy-syarī’ah lmeliputi definisi maqāṣid asy-

syarī’ah, ragam lmaqāṣid lasy-syarī’ah dan klasifikasi lmaqāṣid lasy-syarī’ah. 

Bab III, pada bab ini, lpenulis menjabarkan tentang pelaksanaan tes 

narkoba sebagai syarat pranikah. Terdiri dari dua lsub lbahasan, pertama, 

meliputi pelaksanaan tes narkoba sebagai syarat pranikah yang berisi tentang 

definisi ppencegahan dan pemberantasan penyalahgunaanp dan peredaranp dan 

prekursor narkotika serta tes narkoba, pelaksanaan tes narkoba sebagai syarat 

pranikah dalam perjanjian kerja sama antara Kemenag dan BNN, pembiayaan 

tes narkoba sebagai syarat pranikah dan monitoring, pemantauan dan evaluasi.  

Bab IV, babl inil merupakanl bagianl intil yaitu analisis. Pada bagian ini 

peneliti tmenjabarkan thasil interpretasi tdari thasil tbacaan tyang penulis 

lakukan tentang tlandasan tdasar tdijadikan tpedoman oleh pemerintah provinsi 

dalam sesuai dengan tkebijakan yang tertuang tpada tPerjanjian Kerja Sama 

antara BNN dengan Kemenag Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya adalah analisis 

maqāṣid asy-syarī’ah tterhadap kewajiban ttes tnarkoba tbagi tcalon pengantin. 

Bab V, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta kritik dan saran sebagai refleksi 

terhadap hasil penelitia
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkanj pemaparanj penulisj tentangj tes narkoba sebagai syarat 

pranikah bagi calon pengantin, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Latar belakang munculnya kebijakan jPerjanjian Kerja jSama jAntara Badan 

Narkotika jNasional Provinsi Jawa Timur  Dengan jKementerian Agama 

Provinsi Jawa Timur iNo: iPKS-33/KA/HK.02/VI/2019/BNNP-

JATIMiiDaniiNo: 2278/KW13.1.3/5/2019i Tentanga Pencegahana Dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan aDan Peredaran aGelap Dan aPrekursor 

Narkotika yang mewajibkan calon pengantin tes narkoba pranikah, 

diantaranya pemerintah Provinsi Jawa Timur menghendaki wilayah yang 

bersih, makmur, sejahtera yang terbebas dari belenggu penyalahgunaan 

narkoba. Menekan tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan luasnya 

dampak maupun bahaya yang diakibatkan oleh mengonsumsi narkoba, serta 

merupakan ikhtiar untuk melahirkan generasi berkualitas yang terbebas dari 

narkoba. 

2. Tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin memiliki nilai serta 

tujuan yang apositif. Ditinjau dalam aperspektif amaqāṣid asy-syarī’ah, tes 

narkoba pranikah sejalan dengan pemeliharaan keturunan (ḥifẓ an-nasl) yakni 

untuk melahirkan generasi berkualitas, karena mengonsumsi narkoba dapat 

menyebabkan tertularnya HIV/AIDS dan IMS.  Mewujudkan kestabilan 
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ekonomi dalam keluarga, karena pecandu narkoba identik dengan 

membelanjakan hartanya untuk membeli narkoba dan mengabaikan 

kebutuhan primer dalam keluarganya dikarenakan pengaruh narkoba dalam 

kinerja otak (ḥifẓ al-‘aql). Menekan penyebaran narkoba karena 

mengonsumsi secara teratur dapat merusak organ tubuh dan bagi ibu hamil 

dapat mengancam kematian pada janin yang dikandungnya (ḥifẓ an-nafs). 

Salahj satuj ikhtiarj agarj manusiaj dapatj memperhatikanjjkesehatan 

sehingga kesadarannya senantiasa terpupuk guna menjalankan kewajibannya 

yakni beridabah (ḥifẓ al-dīn). Mencegah keruntuhan ekonomi, karena biaya 

pengobatan pecandu terbilang besar adalah bentuk maqāṣid dari ḥifẓ al-māl. 

B. SARAN 

1. Pemerintah hendaknya senantiasa mensosialisikan tes narkoba sebagai syarat 

pranikah bagi calon pengantin, mulai adari apemerintah kabupaten/kota 

sampai pada apemerintah adesa agar masyarakat tidak tabu dan 

membingungkan, terutama bagi calon pengantin yang hendak mendaftarkan 

pernikahannya. 

2. Pemerintah pusat hendaknya mengeluarkan regulasi terkait dengan tes 

narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin. 

3. Penelitian tentang tes narkoba sebagai syarat pranikah bagi calon pengantin 

harusa digencarkan lagij baikj penelitian-penelitianj yang jbersifat normatifj 

maupunajpraktis. Hal tersebut dapat menjadij pendukunga terhadap program-

program yangj arahnyaj untukj menekan tingginya penyalahgunaan narkoba 

demi lahirnya generasi yang berkualitas di masa mendatang. 
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4. Bagi peneliti lainnya dapat meniliti dari segi keefektivitasan dari kebijakan 

kemenag tersebut, baik dari asegi asosialisasi maupun pengaruha yang terjadi 

setelah adiberlakukannya kebijakan tersebut. 
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